
 
 

 
 
 
 

BUPATI NIAS UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA 

NOMOR 7 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NIAS UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022;  

b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 
2022; 

c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian 
Investasi/BKPM Nomor 675/A.3/B.1/2021 tentang 
Penyampaian Pedoman Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal TA.2022; 

d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian 
Investasi/BKPM Nomor 62/A.3/B.1/2022 tentang 
Penyampaian Petunjuk Taknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Non Fisik  Sementara Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Modal TA.2022; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);  

 



4. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara    
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516);  

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor  4,  
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan   Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi , Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6197); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaiman 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 



Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  sebagaimana   
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala   Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
2011Nomor 525); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Tahun Anggaran 2022; 

 



33. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional 
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

37. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022;  

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2022 
Nomor 154), diubah sebagai berikut : 
 

 
Pasal 1 

 
Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati tentang Anggaran Belanja Daerah Kabupaten 
Nias Utara Tahun Anggaran 2022 diubah, sebagaimana tertuang pada tabel 
dibawah ini : 
 
Belanja : 

 
 

Pasal 2 
 

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati tentang Anggaran Belanja Operasi Kabupaten 
Nias Utara Tahun Anggaran 2022 diubah, sebagaimana tertuang pada tabel 
dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
Belanja 

SebelumPerubahan Bertambah / (berkurang) SetelahPerubahan 

a Belanja Operasi Rp 482.286.367.667 Rp -8.813.500 Rp 482.277.554.167 
b Belanja Modal Rp 225.476.069.699 Rp 8.813.500 Rp 225.484.883.199 
c Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000 Rp 0 Rp 3.000.000.000 
d Belanja Transfer      
JumlahPendapatan Daerah Rp 710.762.437.366 Rp 0 Rp 710.762.437.366 



Belanja : 
Belanja Operasi : 

 
 

Pasal 3 
 

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati tentang Anggaran Belanja Modal Kabupaten 
Nias Utara Tahun Anggaran 2022 diubah, sebagaimana tertuang pada tabel 
dibawah ini : 
 
Belanja Modal : 

 
 

Pasal 4 
 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 5 

 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 6 

 
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 
Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
Belanja 

Sebelum 
Perubahan 

Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan 

a Belanja Pegawai Rp 278.580.152.124 Rp 89.567 Rp 278.580.241.691 

b Belanja Barang dan 
Jasa 

Rp 190.971.573.425 Rp -8.903.067 Rp 190.962.670.358 
c Belanja Bunga Rp 2.561.250.000 Rp 0 Rp 2.561.250.000 
d Belanja Subsidi      

d Belanja Hibah Rp 9.050.000.000 Rp 0 Rp 9.050.000.000 
e Belanja Bantuan Sosial Rp 1.123.392.118 Rp 0 Rp 1.123.392.118 

 Jumlah Belanja Operasi Rp 482.286.367.667 Rp -8.813.500 Rp 482.277.554.167 

Uraian 
Belanja 

Sebelum 
Perubahan 

Bertambah / (berkurang) SetelahPerubahan 

a Belanja Modal Tanah Rp 1.550.000.000 Rp 0 Rp 1.550.000.000 
b Belanja Modal Peralatan 

dan Bangunan 
Rp 19.194.464.276 Rp 4.193.500 Rp 19.198.657.776 

c Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 

Rp 55.153.423.339 Rp 0 Rp 55.153.423.339 

d Belanja Modal Jalan, 
Jaringan dan Irigasi 

Rp 143.051.202.084 Rp 0 Rp 143.051.202.084 

e Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

Rp 6.526.980.000 Rp 4.620.000 Rp 6.531.600.000 

Jumlah Belanja Modal Rp 225.476.069.699 Rp 8.813.500 Rp 225.484.883.199 



Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara. 
 

Ditetapkan di Lotu 
pada tanggal 5 April 2022 
 
BUPATI NIAS UTARA,  
 
             
          ttd. 
 
 
AMIZARO WARUWU 

 
Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 5 April 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 
 
 
          ttd. 
 
 
BAZATULO ZEBUA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 159. 

 


